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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 72 " 2012

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Dacrah Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 1950]
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831}

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) schagaimana telah dinbah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 3686), schbagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undarng-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurn 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3987);
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Undang-Undang = Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Femberantasan
Tiridak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355});

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inidonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Dasrah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis
Permusvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504.3); .
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Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 MNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 18977 tentang Chaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara F%‘.-:_l:lubhk
Indonesia Nomor 3098}, sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tenitang Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Fen}urmmh_
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawal Negeri
Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Momor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang HKedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
FPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
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tentang Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang ]‘-':dmlnan
Penvusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585},

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik MNegara/Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4609) sebagaimana telah dimbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Pefivelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47.37);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolasn Uang Negara/Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 38);
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Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintahh Nomor 7§ 2 Tabun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan [Lembaran MNegara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Momor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Momor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor %3 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuanpan kepada Partai Politik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagas
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163];

Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mamor 2219

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 2272);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah heberapakal
diubalk, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 5334,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacral,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD.
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hulkum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1]

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bekasi sebagaimana telah beberapakali diubah teralthir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012

Nomor 8);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pembentukan PT. Bumi Bekasi Jaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pembentukan PT. Bekasi Putera Jaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011

tertang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomeor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2013
tentang Penvertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2013

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tabun 2013 Momor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHURN
ANGGARAN 2013



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sernila berjumlah
Rp. 3.109.952.042.120,00 bertambah sejumlah Rp. 822.419.144.385,00 sehingga
menjadi Rp. 3.936.371.186.505,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 2.761.133.467.818,00
b. Bertambah / (berkurang] Rp 513.875.028.080,00
Jumlah setelah Perubahan Rp 3.275.008.495.898,00

2. Belanja Daerakl
a. Semula p 3.083.568.057.457,00

R
b. Bertambah /(berkurang) Rp 813 688.853.7 85,00 ’
Jumlah setelah Perubahan Rp_3.897,256.911,243.00

Surplus/{Defisit) setelah Perubahan Rp (622.245.415.344,00)

3. Pembiavaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Kp 348.818.574.302,00
2) Bertambah /{berkurang) Bp  312.544.116.305,00
Jumlah setelah Perubahan Rp 661.362.690.607,00
b. Pengeluaran
1} Semula Rp 26.383.984.663,00
2} Bertambah/(berkurang} Ep 12.730,290.600,00
Jumlah setelah Perubahan Kp 39.114.275.263 00
Jumlah Pembiavaan neto setelah perubahan Rp 622.248.415.344,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -
Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih
lanjut pada Lampiran Peraturan imni,

Paszal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.




Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perataran Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 24 Sepifablr 2013

s ‘{ BUPATI BEKASI &
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